BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 13.a TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik, transparan, dan akuntabel serta untuk menjamin
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi
masyarakat, diperlukan pedoman Standar Harga Satuan
sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan,
dan pertanggungjawaban anggaran daerah;

. bahwa untuk menyesuaikan Standar Harga Satuan Regional

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72
Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati;

. bahwa Standar Harga Satuan merupakan pedoman dalam

penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja
daerah agar terlaksana secara tertib, efisien, efektif,
transparan, dan akuntabel;

. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13.a Tahun 2025 tentang

Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026, sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu
dilakukan penyesuaian;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 13.a Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan
Tahun Anggaran 2026;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7133);



3. Undang-Undang 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7080);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 13.a TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13.a
Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 13.a) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam
perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Tujuan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan belanja daerah dapat
optimal dengan menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(3)

Pasal 3

Ruang lingkup SHS meliputi:

satuan biaya honorarium;

perjalanan dinas;

satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan luar kantor;

satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;

satuan biaya pemeliharaan;

standar satuan harga; dan

g. ASB.

SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
termasuk belanja jasa pihak ketiga berupa jasa tenaga kesehatan
berdasarkan keahlian/profesi, tenaga teknis paruh waktu yang bekerja
di SKPD, tenaga petugas pemadam kebakaran, tenaga paruh waktu
dengan perjanjian kerja berdasarkan keahlian, tenaga satuan polisi
pamong praja, tenaga kebersihan dan keamanan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(4) Standar harga satuan jasa pelayanan pada Badan Layanan Umum
Daerah merupakan bagian dari Standar Harga Satuan yang berlaku di
daerah. Dalam hal standar harga satuan dimaksud belum tercantum
dalam Standar Harga Satuan, penetapannya dapat dilakukan dengan
Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 13.a Tahun 2025 tentang
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga menjadi
sebagimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 13.a Tahun 2025 tentang
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga menjadi
sebagimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 13.a Tahun 2025 tentang
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga menjadi
sebagimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 13.a Tahun 2025 tentang
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 13.a Tahun 2025 Tentang
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang.
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Diundangkan di Pangkajene Sidenreng

pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ANDI RAHMAT SALEH
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026 NOMOR 4
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Penjelasan
Satuan Biaya Honorarium

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

a. Pemberian Honorarium PPTK dapat diberikan hanya untuk 1 (satu) Sub
kegiatan yang nilai anggarannya paling besar diantara beberapa sub
kegiatan yang diampu PPTK tersebut. Pembayarannya disesuaikan
dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang dikelola dan maksimal
12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun, manakala PPTK diampu Eselon
I1I;

b. Pemberian Honorarium PPTK diberikan, hanya untuk 1 (satu) Sub
kegiatan yang nilai anggarannya paling besar diantara beberapa sub
kegiatan yang diampu PPTK, disesuaikan dengan jangka waktu
pelaksanaan kegiatan yang dikelola dan diakumulasikan dari total sub
kegiatan dengan honorarium maksimal total 12 (duabelas) bulan dalam 1
(satu) tahun, manakala PPTK diampu eselon IV.

2. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
a. Apabila honorarium Narasumber/Pembahas /Tenaga Ahli yang diberikan

tidak menggunakan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang dan melebihi
ketentuan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini maka
penetapan besaran honornya harus tertuang dalam kesepakatan (MOU)
antara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan
Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli yang ditunjuk.

b. Termasuk yang disebut tenaga ahli adalah tenaga ahli pemberi penjelasan
teknis (aanwijzer) dan tim ahli pemeriksa barang dalam hal pengadaan
barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian teknis
khusus.

c. Aanwijzer tim yang mempunyai kemampuan untuk memberikan
masukan dan penjelasan teknis tentang spesifikasi Barang/Jasa pada
rapat penjelasan.

3. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola eknologi
Informasi dan Pengelola Website.

4. Mitra bestari (peer review) atau disebut Penelaah Sejawat adalah orang yang
melakukan penelaahan yang bertujuan membuat penelitian memenuhi
standar disiplin ilmiah dan standar keilmuan.

5. Tenaga teknis paruh waktu yang bertugas pada SKPD terdiri dari Teknisi IT,
tenaga administrasi, Tenaga Kesehatan, hingga tenaga teknisi operasional
lainnya.

6. Pemberian honorarium dengan memperhatikan prinsip selektif,
ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan
kerja perangkat daerah, efektif, efisien serta kepatutan dan kewajaran.

Keterangan:

OJ: Orang/jam

OH : Orang/Hari
OB: Orang/Bulan
OT: Orang/Tahun
OP: Orang/Paket
OK: Orang/Kegiatan .
OR: Orang/Responden {43547 U & KEPEGAAIAN
Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran
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LAMPIRAN I

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI

SIDENRENG RAPPANG NOMOR TAHUN

2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 13.a TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026

SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak
boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan
anggaran. Satuan biaya honorarium antara lain:

A. Honorarium yang diberikan berdasarkan

Perundang undangan meliputi:

-l

Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan;
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/

Panitia;

&

Kegiatan;

e w o

Informasi/Pengelola Website;
10.Honorarium Penyelenggara Ujian;

11.Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten;

12.Honorarium Penyelenggara Kegiatan Diklat;
13.Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
14.Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional.

ketentuan

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara;
Honorarium Penyuluh atau Pendampingan Non ASN;
Honorarium Rohaniawan;

Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi

Peraturan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:
1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA);

BIAYA

URAIAN SATUAN | rpRTINGGI
A | Nilai pagu dana s/d 100 juta OB 1.040.000
B | Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta OB 1.250.000
C | Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta OB 1.450.000
D | Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar OB 1.660.000
E | Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar OB 1.970.000
F | Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar OB 2.280.000
G | Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar OB 2.590.000
H | Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar OB 3.010.000
I | Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar OB 3.420.000
J | Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar OB 3.840.000
K | Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar OB 4.250.000
L | Nilai pagu dana diatas 100 milyar s/d 250 milyar OB 4.770.000
M | Nilai pagu dana diatas 250 milyar s/d 500 milyar OB 5.290.000
N | Nilai pagu dana diatas 500 milyar OB 5.810.000




1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
BIAYA
URAIAN SATUAN | . rpTINGGI
A | Nilai pagu dana s/d 50 juta OB 380.000
B | Nilai pagu dana diatas 50 juta s/d 100 juta OB 400.000
C | Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta OB 480.000
D | Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta OB 570.000
E | Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar OB 660.000
F | Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar OB 770.000
G | Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar OB 880.000
H | Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar OB 990.000
I | Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar OB 1.250.000
J | Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar OB 1.520.000
K | Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar OB 1.780.000
L | Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar OB 2.040.000
M | Nilai pagu dana diatas 100 milyar s/d 250 milyar OB 2.440.000
N | Nilai pagu dana diatas 250 milyar OB 2.830.000
1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(PPK SKPD);
BIAYA
URAIAN SATUAN | [ rpTINGGI
A | Nilai pagu dana s/d 100 juta OB 1.010.000
B | Nilai pagu dana diatas 100 juta s/d 250 juta OB 1.210.000
C | Nilai pagu dana diatas 250 juta s/d 500 juta OB 1.410.000
D | Nilai pagu dana diatas 500 juta s/d 1 milyar OB 1.610.000
E | Nilai pagu dana diatas 1 milyar s/d 2,5 milyar OB 1.910.000
F | Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s/d 5 milyar OB 2.210.000
G | Nilai pagu dana diatas 5 milyar s/d 10 milyar OB 2.520.000
H | Nilai pagu dana diatas 10 milyar s/d 25 milyar OB 2.920.000
I | Nilai pagu dana diatas 25 milyar s/d 50 milyar OB 3.320.000
J | Nilai pagu dana diatas 50 milyar s/d 75 milyar OB 3.720.000
K | Nilai pagu dana diatas 75 milyar s/d 100 milyar OB 4.130.000
L | Nilai pagu dana diatas 100 milyar s/d 250 milyar OB 4.630.000
M | Nilai pagu dana diatas 250 milyar OB 5.130.000
1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan, serta Bendahara
Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
BIAYA
URAIAN SATUAN TERTINGGI
A | bendahara pengeluaran
1. Nilai pagu s/d 1 milyar OB 4300
2. Nilai pagu diatas 1 milyar OB 500.000
B | bendahara pembantu belanja langsung & BTL
1. Nilai pagu s/d 1 milyar OB 4300
2. Nilai pagu diatas 1 milyar OB 500.000
C | bendahara penerima
1. Nilai pagu s/d 1 milyar OB 430.000
2. Nilai pagu diatas 1 milyar OB 500.000
D | bendahara BOK
1. Nilai pagu s/d 1 milyar OB 430.000
2. Nilai pagu diatas 1 milyar OB 500.000

Honorarium Penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja,

diberikan berdasarkan pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1
(satu) DPA dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang
dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada
masing-masing DPA;




b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai
dilingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran
pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau
bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK
SKPD sesuai pagu belanja pegawai yang dikelola;

c. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

S)

Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:

a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu olehPPTK
lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) termasuk
bendahara pengeluaran pembantu; dan

b) KPA yang dibantu PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga)
orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang mebantu PPTK dalam 1 (satu) KPA

tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.

Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:

a) Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD

b) sebelum penggabungan; dan

c¢) Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu

d) yang dikelola PPK SKPD.

Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab

pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10%

(sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;

Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional

bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Rp680.000/orang/bulan.
b. Honorarium Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa

Rp1.000.000/orang/bulan.

c. Honorarium tenaga outsorcing/tenaga kontrak Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) Rp1.800.000/orang/bulan, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja.

2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan
barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
(Konstruksi)

BIAYA
URAIAN SATUAN | rgrTINGGI
o | Nilai pagu pengadaan sampai dengan OP 680.000
Rp200 juta
Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta
B, s.d. RpS00 juta oF 590.000
. Nllal pagu penggdaan di atas Rp500 OP 1.020.000
juta s.d. Rpl miliar
d. Nilai pagu p_epgadaan di atas Rpl miliar OP 1.270.000
s.d. Rp2, 5 miliar
. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar OP 1.520.000
s.d. RSS miliar
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£ Nilai pagu 'p-engadaan di atas RpS miliar s. oP 1.780.000
d. Rpl10 miliar
Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar
g lgd Rp2E miliar OoP 2.120.000
h. Nilai pagu pgngadaan di atas Rp25 miliar oP 2.450.000
s.d. RpS0 miliar
. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5S0 miliar
Lolgd Rp75 miliar OP 2.790.000
. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar
I | s.d. Rp100 miliar il 3.130.,000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar
k. s.d. Rp250 miliar OP 3.580.000
Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar
L | .d. Rp500 miliar il M
Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar
m. |y Rp750 miliar OP 4.490.000
n. Nilai pagu .pengadaan di atas Rp750 miliar OP 4.940.000
s.d. Rpl triliun
o. |Nilai pagu pengadaan di atas Rpl triliun OP 5.560.000
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)
URAIAN SATUAN |, DIAYA
TERTINGGI
N Nilai pagu pengadaan sampai dengan oP 760.000
Rp200 juta
Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta
B, s.d. Rp500 juta OP 760.000
. Nilai pagu .pengadaan di atas Rp500 juta OP 920.000
s.d. Rpl miliar
d. Nilai pagu pgngadaan di atas Rpl miliar opP 1.140.000
s.d. Rp2,5 miliar
.. Nilai pagu pf:ngadaan di atas Rp2,5 miliar oP 1.370.000
s. d. RpS miliar
£ Nilai pagu pqngadaan di atas Rp5S miliar oP 1.600.000
s.d. Rp10 miliar
Nilai pagu pengadaan di atas Rpl10 miliar
€ | s.d. Rp25 miliar i LERO0
Nilai pagu pengadaan di atas
i Rp25miliar s.d. Rp50 miliar OP eS80
i Nilai pagu .p-engadaan di atas Rp50 miliar oP 2.520.000
s.d. Rp75 miliar
. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar
J* |s.d. Rpl100 miliar oP S<BaR00m
K. Nilai pagu pe_n_gadaan di atas Rp100 miliar oP 3.230.000
s.d. Rp250 miliar
L Nilai pagu pe’n_gadaan di atas Rp250 miliar OP 3.640.000
s.d. RpS00 miliar
Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar
M- |'s.d. Rp750 miliar oP 4.040.000
- Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar OP 4.450.000
s.d. Rpl triliun
o. |Nilai pagu pengadaan di atas Rpl triliun QP 5.010.000
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Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

RAIAN BIAYA

o SATUAN TERTINGGI
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d.

a. Rp50 juta OP 450.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di

B atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta il 480000

c Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. OP 450.000
Rpl100 juta
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa

. lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta il 480009
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa

€ | lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta oF i
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa

. lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar aal 720,000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa

& |lainnya di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar - 910,000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa

. lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar il 1 050,000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultarisi

i. | /jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 OP 1.270.000
miliar

; Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa

J: lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar l 1.816.000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa

K- | ainnya di atas Rp25 miliar_s.d. RpSO miliar | OF b.720u 0
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa

: lainnya di atas Rp50 miliar s. d. Rp75 miliar ol ISR
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa

m. |lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 opP 2.230.000
miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa

n. |lainnya diatas Rp100 miliar s. d. Rp250 OP 2.560.000
miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa

o. |lainnya di atas Rp250 miliar s.d. RpS00 OP 2.880.000
miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa

p. |lainnya di atas RpSOO miliar s.d. Rp750 P 3.200.000
miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa

T lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun il £.520.000

s N}lal pagu pen.gadaan jasa konsultans1 OP 3.960.000
/jasa lainnya di atas Rp1 triliun

2.3 Honorarium Pengguna Anggaran.

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi,
atau jasa lainnya sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundangundangan; atau

b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat
pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan
barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan
barang/jasa, tidak diberikan honorarium tersebut.



Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

(Konstruksi)
BIAYA
URAIAN SATUAN | +poTINGGI

o Nilai pagu pqqgadaan di atas Rp100 miliar oP 3.580.000
s.d. Rp250 miliar

b. Nilai pagu peljlgadaan di atas Rp250 miliar OP 4.030.000
s.d. Rp500 miliar

= Nilai pagu pqngadaan di atas Rp500 miliar oP 4.490.000
s.d. Rp750 miliar

d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar oP 4.490.000
s.d. Rpl triliun

e. | Nilai pagu pengadaan di atas Rpl triliun OP 5.560.000

Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)
BIAYA
URAIAN SATUAN | \p o TINGGI

Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa

2 | lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar | OF | 1210999
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa

P- | Jainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OP 1720000
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi

c. | /jasa lainnya di atas RpS0 miliar s.d. Rp75 OP 1.990.000
miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa

d. |lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 OoP 2.230.000
miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa

e. |lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 OP 2.560.000
miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi

f. | /jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. OP 2.880.000
RpS00 miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa

g. |lainnya di atas RpS00 miliar s.d. Rp750 OP 3.200.000
miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa j

h. |lainnya di atas Rp750 miliar s. d. Rpl OoP 3.520.000
triliun

: N1_lal pagu pengadaar}. jasa konsultansi/jasa OP 3.960.000
lainnya di atas Rp I triliun

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas
tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan
pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah
diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak
diberikan honorarium dimaksud.



Honorarium Perangkat Unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

NO URAIAN SATUAN | . B3
1 Kepala OB 1.000.000
2 Sekretaris/ Staf Pendukung OB 750.000
3 | Tenaga Pendukung kelompok kerja pemilihan OB 1.000.000
4 Ele:l?gi;ir?fgéléiayanan Pengadaan Secara OB 1.000.000
5 | Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa OB 1.000.000

4. Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia.

4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas
Honorarium diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, Aparatur
Sipil Negara dan pihak lain yang memberikan informasi atau
pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi,
bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus

group discussion dan kegiatan sejenis (tidak termasuk diklat).

Honorarium diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium 60 (enam
puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual;

b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
1) Luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; atau
2) Dalam SKPD penyelenggara apabila peserta dari luar SKPD
penyelenggara dan/atau masyarakat.

c. Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari SKPD
penyelenggara, maka honorarium yang diberikan sebesar 50% dari
honorarium tersebut.

BIAYA
URAIAN SATUAN | TERTINGGI
A | Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat 0oJ 1.700.000
Negara Lainnya
B | Bupati/Pejabat setingkat Bupati/Pejabat OoJ 1.400.000
Daerah lainnya yang disetarakan
C | Pejabat Eselon I OoJ 1.200.000
D | Pejabat Eselon II oJ 1.000.000
E | Pejabat Eselon III Kebawah /yang OoJ 900.000
disetarakan
F | Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus. OoJ 800.000
Pallontara/Profesional
G | Golongan IV oJ 600.000
H | Golongan III oJ 550.000
I | Pendampingan oJd 550.000

4.2 Honorarium Moderator
Honorarium diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil Negara dan
pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai
moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi,
bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus
group discussion dan kegiatan sejenis (tidak termasuk kegiatan diklat).
Honorarium diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
b. moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang
peserta berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

K




4.3. Honorarium Pembawa Acara.

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan pihak lain
yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas
dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop,
sarasehan, symposium, lokakarya dan kegiatan sejenis yang
mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah,
dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau
masyarakat.

BIAYA

URAIAN SATUAN | TERTINGGI

A | Moderator ON] 700.000
B | Pembawa Acara OK 400.000

4.4

Honorarium Panitia

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas
oleh pejabat berwenang sebagai panitia pelaksanaan kegiatan seminar,
rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium,
lokakarya dan kegiatan sejenis sepanjang peserta berasal dari luar
SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan memerlukan tambahan panitia yang
berasal dari Non Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif
dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium
mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Jika jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia
yang dapat menerima honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta.
Jika jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah
panitia yang dapat diberi honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Honorarium Panitia/Tim pelaksana Seminar/Rakor/Sosialisasi/

Desiminasi/FGD dan kegiatan-kegiatan yang sejenis, sebagai berikut :
BIAYA

URAIAN SATUAN | TERTINGGI

A | Pengarah OK 450.000

B | Penanggungjawab OK 425.000

C | Ketua/Koordinator OK 400.000

D | Wakil Ketua OK 375.000

E | Sekretaris OK 350.000

F | Anggota OK 250.000

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana

Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah,
pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi
pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III dan pejabat eselon IV,
pelaksana dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan
tim yang dapat diberikan honor berdasarkan klasifikasi I dengan ketentuan

sebagai berikut:
YANG DAPAT DIBERI
NO JABATAN HONOR
1 Pejabat Eselon I dan Eselon II 2
2 Pejabat Eselon III -
3 Pejabat Eselon IV,pelaksana dan 5
pejabat fungsional




5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam
suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas
tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris
daerah.
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah
sebagai berikut:
a. mempunyai dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan
yang sesuai dengan urgensi pembentukan tim tersebut;
b. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
c. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;
1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar
pemerintah daerah yang bersangkutan;
2) antar satuan kerja perangkat daerah.
d. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
e. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi
yangbersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
output memberi manfaat ditingkat Kabupaten;
output menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan
bagi pimpinan;
h. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

R ™

NO URAIAN SATUAN BE(SI‘:;AN
1 | Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati:
Pengarah OK 1.500.000
penanggung jawab OK 1.250.000
Ketua OK 1.000.000
Wakil Ketua OK 850.000
Sekretaris OK 750.000
Anggota OK 750.000
2 | Tim Pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekda:
Pengarah OK 750.000
penanggung jawab OK 700.000
Ketua OK 650.000
Wakil Ketua OK 600.000
Sekretaris OK 500.000
Anggota OK 500.000
NO URAIAN SATUAN BE(SRP) o
Honorium Penyusun Naskah akademik dan Rancangan peraturan
daerah (RANPERDA)/Rancangan Peraturan Bupati (RANPERBUP)
. Orang /
1 | Penanggungjawab Naskah 1.500.000
Orang /
2 | Ketua Naskah 1.450.000
. Orang /
3 | Sekretaris Naskah 1.400.000
Orang /
4 | Anggota Naskah 1.350.000
: Orang /
S | Staf Sekretariat Naskah 500.000
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NO

URAIAN

SATUAN

BESARAN
(Rp)

Tim Pelaksana kegiatan

Honorarium Pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati

a. Pengarah OB 1.500.000
b. Penanggung Jawab OB 1.250.000
c. Ketua OB 1.000.000
d. Wakil Ketua OB 850.000
e. Sekretaris OB 750.000
f. Anggota OB 750.000
g. Staf Sekretariat OB 500.000
2 | Honorarium Pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekda:
a. Pengarah OB 750.000
b. Penanggung Jawab OB 700.000
c. Ketua OB 650.000
d. Wakil Ketua OB 600.000
e. Sekretaris OB 500.000
f. Anggota OB 500.000
g. Staf Sekretariat OB 250.000
3 | Honorarium Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

a. Ketua OB 1.250.000
b. Wakil Ketua OB 1.200.000
c. Sekretaris OB 1.150.000
d. Wakil Sekretaris OB 1.100.000
e. Anggota OB 1.000.000
f. Sekretariat OB 750.000
Honorarium Pelaksana Kegiatan
NO URAIAN SATUAN BE(SI‘:SAN
Tim Forkopimda dan Forkopimcam
1 | Forkopimda

a. Bupati Sidenreng Rappang OB 10.000.000
b. Ketua DPRD OB 10.000.000
c. Dandim 1420 OB 10.000.000
d. Kapolres Sidrap OB 10.000.000
e. Kepala Kejaksaan Negeri OB 10.000.000
Tim Sekretariat

a. Ketua (Sekretaris Daerah) OB 2.000.000
b. Anggota (Kepala Kesbang) OB 1.500.000
c. Staf Sekretariat OB 500.000

2 | Forkopimcam

a. Kepala Kecamatan OB 1.000.000
b. Kepala Kepolisian sektor OB 1.000.000
c. Komandan Komando Rayon Militer OB 1.000.000
Tim Sekretariat

a. Ketua (Sekretaris Kecamatan) OB 500.000
b. Anggota OB 500.000
c. Staf Sekretariat OB 250.000
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Honorarium Tim Penilai Kinerja dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja
Aparatur Sipil Negara

NO URAIAN SATUAN (1‘2‘;““
1 | Honorarium Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara
a. Ketua OB 600.000
b. Anggota OB 400.000
c. Sekretaris OB 500.000
9 Honorarium Sekretariat Tim Penilai
Kinerja Aparatur Sipil Negara
a. Koordinator OB 300.000
b. Ketua OB 300.000
c. Wakil Ketua OB 300.000
d. Anggota OB 300.000

14. Kontribusi Peserta Bimtek dan Bimtek untuk Anggota DPRD:
a. Kontribusi Peserta Bimtek Maksimal Orang / Kegiatan Rp. 5.000.000

b. Biaya Kontribusi Bimtek Anggota DPRD Maksimal Orang / Kegiatan
Rp5.000.000

c. Biaya Kontribusi Bimtek Partai Dalam Provinsi Maksimal Orang/
Kegiatan Rp6.500.000

d. Biaya Kontribusi Bimtek Partai Luar Provinsi Maksimal Orang / Kegiatan
Rp7.500.000

e. Jasa Transpotasi Bimbingan Teknis (BIMTEK), Reses, Seminar dan
sejenisnya Maksimal Orang / Kegiatan Rp 50.000.

5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas
melaksanakan kegiatan adminstratif untuk menunjang tim pelaksana
kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 10 (sepuluh)
orang yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Jumlah sekretariat tim pcmnsana nzeglaLan paung uanyan 7 (LU._]'CUL)
orang yang di bentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris
Daerah.
Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut, Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap

4+ + 1 § oY A~ 41 vy AirmanlrarrAd 114111
urgensi dan efektifitas KLeoeradaan tiim aimagksua unuxk

dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja
perangkat daerah.

NO URAIAN SATUAN = "
(Rp)
Qalrratarint Tirm Dalalranna vano
vonivcviiar u:u, 1 1111 1 vianoalia _ya.us
ditetapkan sekda :
1 | Ketua OK 250.000
Wakil Ketua OK 250.000
Anggota OK 220.000
5.3 Tim Penyelengaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa
NO URAIAN SATUAN BE(SRP) o

1 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
a. Wakil Ketua OK 900.0600
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sub
Kepanitian Kecamatan

| Koordinator OK 500.000




Honorarium Petugas Pengamanan dan

Pulbaket

a. Koordinator OK 850.000
b.  Anggota Sat. Intel OK 800.000
Tenaga Pengamanan TPS untuk Pilkades

a. Polri OK 200.000
b. TNI OK 200.000
c. Satpol PP OK 200.000
d. Pelipat Kertas Suara untuk Pilkades OK 200.000

. Honorarium Biaya Penanganan Perkara serta Honorarium Pemberi
Keterangan Ahli, Saksi Ahli, Beracara dan Tim Bantuan Hukum Pemda.

6.1

6.2

6.3

Penanganan Perkara

Biaya penanganan perkara untuk pemberian bantuan hukum atas
perkara yang dihadapi oleh pemerintah daerah maupun ASN lingkup
pemerintah daerah baik litigasi maupun non litigasi paling banyak Rp.
25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perkasus pada tingkatan

nenoadilan tinokat |
peng 1 ingkat 1.

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli
Honorarium diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur
sipil Negara dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan

memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian

AithiAd + a1l nla + 111> An
ulbluang tugasiya yang dxyb; lukan dalam unst(a penyidikan Gany /atau

persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi
keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium yang
dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli

Hopaf membherikan hongorarium tersebhut,

L OAAAANARST L AESTALL LANFLIANG

Honorarium Beracara

Honorarium diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, Aparatur
Sipil Negara dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili
instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang
mer uyanau Lusa.a tambahan dan tidak duphkaSL dengan pembenan gaJ1
dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan yang secara teknis
dilaksanakan oleh Tim Kuasa Hukum Bupati Sidenreng Rappang yang
ditetapkan dengan keputusan bupati.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Kuasa Hukum

™ T ™ o1 OO r
untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan

pengadilan, dibentuk unsur sekretariat dan diberikan honorarium yang
ditetapkan dengan keputusan bupati.

6.4 Tim Bantuan Hukum Pemda.

Honorarium diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, Aparatur
Sipil Negara dan pihak Ilain yang diberi tugas untuk mewakili
pemerintahan daerah dalam penanganan perkara di luar pegadilan (non

litigasi) yang ditetapkan dalam keputusan bupati
NO URAIAN SATUAN BRBAAN
(Rp)
Tim Kuasa Hukum Litigasi Dan Non
Litigasi:
Pengarah OB 1.000.000
Ketua OB 900.000
Wakil Ketua OB 800.000
Sekretaris OB 750.000
Anggota OB 500.000
KUASA HUKUM NON ASN:
3 ¥ oran.
a. pengadilan tingkat I s | 15.000.000

a3



b. pengadilan tingkat II banding ;?E agr/a 5.000.000

c. kasasi dan peninjauan kembali ;;fsi/a 5.000.000
3 | Saksi Ahli/Keterangan Ahli:

a. ASN dan Non ASN Sidrap keg;atjﬁéan 1.000.000

b. ASN dan Non ASN luar Sidrap kegf;}ﬁé n 1.500.000
4 | biaya saksi keg;‘;ﬁé an 500.000

Keterangan:

Saksi Ahli adalah orang yang mempunyai kepakaran dibidang ilmu
pengetahuan tertentu, yang keterangannya diperlukan dalam persidangan.
Honorarium Penyelesaian Perkara hanya dianggarkan di Bagian Hukum
selaku kuasa hukum Pemda dalam rangka menyelesaikan perkara

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Besaran Biaya Operasional Bantuan Hukum (Litigasi dan Non Litigasi) yang
diberikan kepada pihak ketiga atau Jaksa Pengacara Negara ditetapkan

oleh Bupati.

7. Honorarium Rohaniwan.

Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang
berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

BIAYA

URAIAN SATUAN TERTINGGI
A | Insentif Imam Kelurahan OB 630.000
B | Insentif Imam Masjid OB 510.000
C | Insentif Petugas Syara' OB 450.000
D | Rohaniwan/Saksi OB 400.000
E | Santri Pembaca Yasinan Rumah Jabatan Bupati OB 200.000
F | Insentif Guru TPA/Guru Mengaji OB 200.000
G | Juara I STQ Tk. Kabupaten Orang 5.000.000
H | Juara II STQ Tk. Kabupaten Orang 3.500.000
I |Juara IlII STQ Tk. Kabupaten Orang 450.000

8. Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi

Informasi, dan Pengelola Website.
8.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal

honorarium diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal
berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur
sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan
tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam
menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan
honorarium kepada mitra bestari (per review) sebesar Rp1.500.000
satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

NO URAIAN SATUAN | BESARAN

1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
a. | Penanggung Jawab Oter 500.000
b. | Redaktur Oter 400.000
c. | Penyunting/Editor Oter 300.000
d. | Desain Grafis Oter 180.000
e. | Fotografer Oter 180.000
f. | Sekretariat Oter 150.000
g. | Pembuat Artikel ol | 200.000
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8.2 Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah
Honorarium tim penyusun buletin atau majalah dapat diberikan
kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan
surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan
berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang
topik aktual yang patut diketahui pembaca.

NO URAIAN SATUAN | BESARAN
1 Hor'lorarium Tim Penyusunan Buletin/
Majalah
a. | Penanggung Jawab Oter 400.000
b. | Redaktur Oter 300.000
c. | Penyunting/Editor Oter 250.000
d. | Desain Grafis Oter 180.000
e. | Fotografer Oter 180.000
f. | Sekretariat Oter 150.000
. Per
g. | Pembuat Artikel Halaman 100.000

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi
warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara
periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi
tertentu.

8.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium diberikan kepada pengelola website atau media sejenis

(tidalr termasuk media sosiall herdasarkan surat kenutusan kenala
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daerah Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah
daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah
merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan
dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau
website tidak diberikan honorarium dimaksud.

NO URAIAN SATUAN | BESARAN
1 Honorarium Tim Pengelola Teknologi
Informasi/Pengelola Website
a. | Penanggung Jawab OB 500.000
b. | Redaktur OB 450.000
c. | Editor OB 400.000
d. | Web Admin OB 350.000
e. | Web Developer OB 300.000
f. | Pembuat Artikel i 100.000
Halaman

Honorarium Penyelenggara Ujian
Honorarium diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian,
penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan
kewenangan pemerintah daerah.

NO URAIAN SATUAN | BESARAN

Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat
Pendidikan Dasar




a. | Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Ilj askah/ 150.000
elajaran
b. | Pengawas Ujian OH 240.000
Siswa/
c. | Pemeriksa Hasil Ujian Mata 5.000
Ujian
Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat
Pendidikan Menengah
a. | Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Naskah/ 190.000
Pelajaran
b. | Pengawas Ujian OH 270.000
Siswa/
c. | Pemeriksa Hasil Ujian Mata 7.500
Ujan

10. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten.

11.

Honorarium diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal
yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat
penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes
kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk
penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang
mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non
akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai
dengan kewenangan pemerintah daerah.

Honorarium Penyelenggara Kegiatan Diklat.
11.1 Honorarium Penceramah.

Honorarium diberikan kepada penceramah yang memberikan

wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan

keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
atau masyarakat;

b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi
sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah
penyelenggara dan/atau masyarakat; atau

c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium
sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

11.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan Kkerja
perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan

kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan

pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara.

11.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam

satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara

maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan
atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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NO URAIAN SATUAN | BESARAN
1 | Honorarium Penceramah OJP 1.000.000
2 | Honorarium Pengajar yang berasal dari OJP 300.000
luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara
3 | Honorarium Pengajar yang berasal dari OJP 200.000
dalam satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara
4 | Honorarium Penyusunan Modul Diklat Per Modul | 5.000.000
11.4 Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain
yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala
daerah. Pemberian honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jam tatap

muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusun modul pendidikan
dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan
pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi
modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh
persen).

berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi
sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah
penyelenggara dan/atau masyarakat; atau

dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium
sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramabh.

11.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan
pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan
pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang
menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan
dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

b.
G

d.

merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan;

dilakukan secara selektif;

jumlah peserta 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang
dapat diberikan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah
peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan;

jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah
panitia yang dapat diberikan honor paling banyak 4 (empat)
orang.

e. jam pelajaran yang digunakan untuk penyelenggaraan diklat
adalah 45 (empat puluh lima) menit.
NO URAIAN SATUAN | BESARAN
1 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan
Diklat
a. | Lama Diklat s.d. 5 hari:
1) Penanggung Jawab OK 450.000
2) Ketua/Wakil ketua OK 400.000
3) Sekretaris OK 300.000
4) Anggota OK 300.000
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b. | Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:
1) Penanggung Jawab OK 675.000
2) Ketua/Wakil ketua OK 600.000
3) Sekretaris OK 450.000
4) Anggota OK 450.000
c. | Lama Diklat lebih dari 30 hari:
1) Penanggung Jawab OK 900.000
2) Ketua/ Wakil ketua OK 800.000
3) Sekretaris OK 600.000
4) Anggota OK 600.000

12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Honorarium diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan
surat keputusan Bupati dengan jumlah anggota kesekretariatan paling
banyak 7 (tujuh) orang.

NO URAIAN SATUAN BESARAN
(Rp)

Tim Pelaksana kegiatan:
Pembina OB 3.500.000
Pengarah OB 3.000.000

1 | Ketua OB 2.500.000
Wakil Ketua OB 2.000.000
Sekretaris OB 1.500.000
Anggota OB 1.300.000
Sekretariat Tim Pelaksana:

2 Ketua OB 1.000.000
Sekretaris OB 900.000
Anggota OB 600.000

13. Honorarium Narasumber, Moderator/Pembawa Acara Profesional

BIAYA
NO URAIAN SATUAN TERTINGGI
1 Honorarium Narasumber OoJ 1.750.000
2 Honorarium Moderator OK 1.000.000
3 Honorarium Pembawa Acara OK 750.000

B. Honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan khusus meliputi:
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu
tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas/kegiatan tertentu
dan bersifat khusus berdasarkan surat keputusan kepala daerah .
Ketentuan pembentukan tim pelaksana tugas/kegiatan yang bersifat khusus
yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

a.

b.

C.

o

bersifat tetap dan pelaksanaan kegiatannya berlangsung sepanjang
tahun anggaran serta pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

bersifat  koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan
mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang
bersangkutan; atau lintas antar satuan kerja perangkat daerah;
pelaksaanaan kegiatan memiliki resiko tertentu;

jumlah tim pelaksana kegiatan khusus paling banyak 10 (sepuluh) orang;
pertimbangan pengangkatan dalam tugas/kegiatan berdasarkan
kompetensi/keahlian atau tugas pokok yang berkaitan langsung dengan

pelaksanaan tugas/kegiatan;
dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien; dan




h. pemberian honorarium tidak termasuk dalam komponen/ indikator

penerimaan tambahan penghasilan pegawai.

honorarium yang diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas/kegiatan

tertentu yang bersifat khusus meliputi:

Bendahara Umum daerah;

kuasa bendahara umum daerah;

Tim Penyusun laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tim Penyusun APBD;

Tim Penatausahaan Keuangan daerah;

Tim Penatausahaan Barang Milik daerah;

Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah daerah;
Tim Legislasi Pemerintah Daerah;

Tim Penyusunan SAKIP;

Satuan Biaya Operasional Khusus Pengawasan.
Jasa Tenaga Ahli

VRN m R WM

10.
11.

.
?

Honorarium yang diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas/kegiatan

tertentu yang bersifat khusus

NO URAIAN SATUAN BE?I‘:;AN
1 | Bendahara Umum daerah OB 6.000.000
2 | Kuasa bendahara umum daerah OB 4.000.000
3 | Tim Penyusunan laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
a. Pembina OB 3.500.000
b. Pengarah OB 3.000.000
C. Ketua OB 2.500.000
d. Wakil Ketua OB 2.000.000
€. Sekretariat OB 1.500.000
f. Anggota OB 1.300.000
g. Staf Sekretariat OB 500.000
4 | Tim Penyusun APBD
Honorarium Tim Pelaksana Daerah
a. Pengarah OB 1.500.000
b Penanggung Jawab OB 1.200.000
G Ketua/Koordinator OB 1.000.000
d. Wakil Ketua OB 900.000
6. Sekretaris OB 900.000
f. Anggota OB 850.000
g. Staf Sekretariat OB 500.000
5 | Tim Penatausahaan Keuangan daerah
Honorarium Tim Penatausahaan Keuangan daerah
a. Pengarah OB 1.500.000
b. Penanggung Jawab OB 1.200.000
C. Ketua/Koordinator OB 1.000.000
d. Wakil Ketua OB 900.000
e Sekretaris OB 900.000
f. Anggota OB 850.000
g. Staf Sekretariat OB 500.000
6 | Tim Penatausahaan Barang Milik daerah
Honorarium Tim Pengurus Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Daerah
a. Pengurus Barang Pengelola OB 500.000
b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola OB 450.000
C Pengurus Barang Pengguna OB 400.000
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d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna OB 350.000
e, Pengurus Barang Pembantu OB 300.000
7 | Tim penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah
Honorarium Tim penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah
a. Pengarah OB 1.500.000
b. Penanggung Jawab OB 1.200.000
C. Ketua/Koordinator OB 1.000.000
d. Wakil Ketua OB 900.000
e. Sekretaris OB 900.000
il Anggota OB 850.000
g. Staf Sekretariat OB 500.000
8 | Tim Legislasi Pemerintah Daerah
Honorarium Tim Legislasi Pemerintah Daerah
a. Ketua OB 1.500.000
b. Wakil Ketua OB 1.200.000
C. Sekretaris OB 1.150.000
d. Anggota OB 1.100.000
€. Sekretariat OB 500.000
9 | Tim Penyusunan SAKIP
HonorariumTim Penyusun Sistem Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
Reformasi Birokrasi (RB)
a. Pengarah OB 1.500.000
b. Penanggung Jawab OB 1.250.000
C. Ketua/Koordinator OB 1.200.000
d. Anggota OB 1.100.000
€. Penyusun dan Asesor OB 500.000
f. Sekretariat OB 500.000
10 | Satuan Biaya Operasional Khusus Pengawasan
a. Penanggung Jawab OH 340.000
b. Wakil Penanggung Jawab OH 300.000
&, Pengendali Teknis OH 300.000
d. Ketua TIM OH 270.000
&, Anggota TIM OH 230.000
11 Jasa Tenaga Ahli Penyusun Dokumen dan OB 3.500.000
Pendampingan Penginputan Data
12 | Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD OB 2.000.000
C. BELANJA JASA PIHAK KETIGA
C.1. Honorium Tenaga Kesehatan berdasarkan Keahlian/Profesi
1) Insentif Dokter Ahli dan Tenaga Anestesi:
BIAYA
URAIAN SATUAN TERTINGGI
a | Pada Rumah Sakit Nene’ Mallomo
1. Dokter Ahli Purna Waktu; org/bln 5.000.000
2. Dokter Ahli Paruh Waktu; org/bln 2.500.000
3. Tenaga Anastesi Non Definitif org/bln 750.000
b | Pada Rumah Sakit Arifin Nu'mang
1. Dokter Ahli Purna Waktu; org/bln 5.000.000
2. Dokter Ahli Paruh Waktu; org/bln 2.500.000
3. Tenaga Anastesi Non Definitif org/bln 750.000
2) Insentif Dokter Umum dan Dokter Gigi:
BIAYA
URAIAN SATUAN TERTINGGI
a | Dokter Umum org/bln 2.000.000
b | Dokter Gigi org/bln 2.000.000
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3) Honorarium operasional pada Rumah Sakit:

BIAYA

URAIAN SATUAN TERTINGGI
a | Kualifikasi pendidikan Sarjana/sederajat | org/bln 600.000
b | Kualifikasi pendidikan D IIl/sederajat org/bln 500.000
c | Kualifikasi pendidikan SMA /sederajat org/bln 400.000
d | Pengawas/kontrol org/hari 50.000
e | Kepala Instalasi/ruangan org/bln 750.000
f | Petugas laundry org/bln 750.000
g | Petugas Inceminator org/bln 700.000
h | Petugas Ipal org/bln 700.000

4) Honorarium Petugas bahaya radiasi, Paling tinggi Rp425.000/
orang/bulan.

5) Honorarium Penanggungjawab Akuntansi BLUD rumah sakit sebesar
Rp1.500.000-/ orang/bulan.

6) Honorarium pengelola laporan dan UPM kesehatan gratis dan
pendidikan gratis, paling tinggi Rp1500/orang/bulan.

7) Honorarium petugas E-Monev DAK, paling tinggi
Rp400.000/orang/bulan.

8) Tarif Pemeriksaan Kesehatan Bupati Rp102.000.000/Orang /Tahun.

9) Tarif Pemeriksaan Kesehatan Wakil Bupati Rp102.000.000/
Orang/Tahun.

10) Tarif Pemeriksaan Kesehatan DPRD Rp6.000.000/Orang/Tahun.

11) Insentif tenaga kesehatan yang ditugaskan pada Rumah Jabatan,
paling tinggi Rp2.000.000/orang/bulan.

12) Insentif dokter/Dokter Gigi Puskesmas Terpencil Paling tinggi
Rp5.000.000/orang/bulan.

13) Kepala Puskesmas Daerah Terpencil paling tinggi
Rp4.000.000/orang/bulan.

14) Kepala Tata Usaha Puskesmas Daerah Terpencil paling tinggi
Rp2.500.000/orang/bulan.

15) Tenaga Kesehatan lainnya di Puskesmas Daerah Terpencil Paling

tinggi:
BIAYA

URAIAN SATUAN TERTINGGI

1 | Apoteker org/bln 2.000.000
2 | Perawat (Ners) org/bln 1.750.000
3 | Tenaga Profesi Kebidanan org/bln 1.500.000
4 | Tenaga Bidan (D4) org/bln 1.250.000
S | SKM org/bln 1.250.000
6 | Tenaga Bidan (D3) org/bln 1.000.000
7 | D3 Keperawatan org/bln 1.000.000
8 | D3 Analisis Kesehatan org/bln 1.000.000
9 | D3 Analisis Kesehatan org/bln 750.000
10 | D3 Gizi org/bln 1.000.000
11 | D3 Akuntansi org/bln 1.250.000
12 | S1 Tekhnologi Informasi org/bln 1.250.000
13 | D3 Komputer org/bln 1.000.000
14 | SMA/SMK org/bln 500.000
15 | Sopir Ambulance org/bln 750.000

¥



16) Dana dukungan akseptor KB metode kontrasepsi jangka panjang

(MKJP)
BIAYA
s SATUAN | TERTINGGI
Akseptor KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
a. | Medis operasi pria (MOP)/vasektomi Perorang 300.000
Medis operasi wanita
b. (MOW)/ tubektomi Perorang 300.000
c. | Apseptor implat (pemasangan) Perorang 100.000
d. | Akseptor IUD (pemasangan) Perorang 100.000
17) Insentif petugas pembina KB Desa (PPKBD) dan sub PPKBD
BIAYA
URAIAN SATUAN | 1ERTINGGI
a | Petugas pembina KB desa (PPKBD) OB 100.000
b | Sub PPKBD OB 75.000
C.2. Honorarium Tenaga Teknis Paruh Waktu yang bekerja pada SKPD
RAIAN BIAYA
0 PAEE TERTINGGI
a | Honorarium Tenaga Teknis OB 500.000
Honorarium Pengelola Pajak dan Retribusi OB 1.2500.000
Daerah
Honorarium Tenaga Administrasi Bupati dan
¢ | Wakil Bupati OB 1.500.000
d | Honorarium Tenaga Ajudan Bupati OB 1.500.000
e | Honorarium Petugas Rumah Jabatan Bupati OB 1.500.000

C.3. Honorarium Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO URAIAN SATUAN BE(SI‘;‘SAN
1 | Biaya Patroli Perhubungan dan Satpol PP
1 | Biaya Patroli Perhubungan
a. Tenaga Bantuan Operasional OB 500.000
b. Tenaga Operasional OB 100.000
2 | Biaya Opersional Satpol PP
a. Honoraﬁum Tenaga Bantuan OB 150.000
Operasional
b. Biaya Operasional Polisi Pamong Praja OB 100.000
c. Biaya Operasional Penjagaan Polisi OB 70.000
Pamong Praja )
2 | Petugas Pemadam Kebakaran
a. Honorarium Anggota Pemadam Kebakaran OB 1.450.000
b. Honorarium staf Administrasi Pemadam OB 1.000.000
Kebakaran
c. Sopir mobil pemadam kebakaran OB 1.450.000

C.4. Honorarium Tenaga Paruh Waktu dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan

Keahlian
BIAYA
NO URAIAN SATUAN TERTINGGI
1 | Honorium mekanik dan Operator alat berat
a. | Mekanik
b. | Operator motor greder OB 950.000
c. | Operator whell loader OB 950.000




d. | Operator vibrator roller OB 950.000
€. | Operator Bulldozer OB 1.500.000
f. | Operator Excavator OB 1.500.000
g. | Operator Mini Bachoe Loader OB 1.500.000
h. | Operator stone walls OB 950.000
1. | Operator mesin cutter OB 650.000
j- | Operator mesin rumput OB 650.000
k. | Pembantu motor greder OB 650.000
1. | Pembantu whell loader OB 650.000
m. | Pembantu vibrator roller OB 600.000
n. | Pembantu buldoser OB 600.000
0. | Pembantu stone walls OB 600.000
p. | Pembantu mesin cutter OB 600.000
Honorarium Pengemudi
b. | Sopir Ketua DPRD OB 1.000.000
d. | Sopir Sekda OB 1.000.000
Honorarium Pengemudi Lainnya
a. | Sopir Dinas Operasional Jabatan OB 500.000
b. | Sopir Dinas Operasional Khusus OB 500.000
c. | Sopir Dump Truck/Water Tangki
Tr(?nton/ M(p;bil Peréampahan g/ e 1.800.000

d. | Sopir Kantor Perwakilan Jakarta OB 3.500.000
€. | Sopir mobil kebersihan OB 1.250.000
f. | Sopir motora (Motor Tiga Roda) OB 1.000.000
g. | Sopir mobil operasional pertamanan OB 900.000
h. | Sopir mobil operasional lampu jalan OB 2.000.000
i. | Sopir mobil dapur umum OB 1.000.000
Honor Petugas Operasional Petugas OB 9.500.000
Lampu Jalan

Operator Sound system OB 1.500.000

2) Honorarium Penyuluh atau Pendampingan Non ASN.
Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non
Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan
berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Satuan biaya ini dapat mengacu pada peraturan yang mengatur
tentang upah minimum kabupaten.
a. Honorarium penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan dan

perikanan, sebagai berikut:

BIAYA
URAIAN SPESIFIKASI SATUAN | TERTINGGI
Honorarium
penyuluh Kepala BPP, OB 500.000
pertanian, Koordinator Penyuluh
perkebunan, dan Penyuluh
peternakan
dan perikanan
DI/DII/DII/Sarjana OB 2.400.000
Penyuluh Non- | Terapan
ASN Doktor (S3) OB 3.000.000
Master (S2) OB 2.800.000
Sarjana (S1) OB 2.600.000
SLTA OB 2.100.000
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b. Honorarium petugas Balai Benih Ikan (BBI), tim pengendali

perairan umum dan petugas KJA, paling tinggi
Rp500.000/orang/bulan.
Honorarium/biaya operasional petugas peternakan, sebagai
berikut:
BIAYA
URAIAN SATUAN TERTINGGI
a | Medik dan Paramedik Hewan
1. Medik PNS; org/bln 350.000
2. Medik Non PNS; org/bln 300.000
3. Paramedik PNS; org/bln 300.000
4. Paramedik Non PNS. org/bln 250.000
b | Inseminasi Buatan, Rekording dan
pendata ternak
1. Inseminator PNS; org/bln 250.000
2. Inseminator Non PNS; org/bln 300.000
3. Kelahiran hasil IB; org/ekor 150.000
4. Petugas Recording; org/bln 300.000
5. Petugas pendata ternak | org/bln 300.000
pemerintah.
¢ | Vaksinator dan Pengambilan
Sampel Darah Kegiatan
Pencegahan dan Penanggulangan /dosis 15.000
Penyakit Ternak /dosis 15.000
1. Vaksinasi Anthrax; /dosis 15.000
2. Vaksinasi SE; /ekor 15.000
3. Vaksinasi Rabies;
4. Sampel Darah Ternak Besar;
S. Pengambilan dan Pemeriksaan | /sampel 15.000
Surveilance Avian Influence; /dosis 15.000
6. Pemeriksaan RBT; /sampel 10.000
7. Tes HA/HI; /sampel 20.000
8. Bedah Bangkai (PA) org/bln 300.000
9. Petugas PVUK; org/bln 300.000
10. Petugas isikhnas.
d | Vaksinator dan Pengambilan
Sampel Darah Kegiatan
Pencegahan dan Penanggulangan Orang / 500.000
Penyakit Ternak. Bulan
Honorarium THL Paramedik
Veteriner

3) Honorarium Pimpinan Peternakan dan Perikanan Kecamatan, paling
tinggi Rp500.000/orang/bulan.

C.5. Honorarium Petugas Kebersihan dan Keamanan

BIAYA
NO URAIAN SATUAN TERTINGGI
1 | Honorarium Petugas Pertamanan
a. Pemangkas Rumput OB 1.500.000
b. Petugas Hutan Kota OB 1.000.000
c. Petugas drainase OB 1.500.000
d. Petugas taman/trotoar OB 1.000.000
N Petl}gas pemungut s.ampah, OH 100.000
drainase/sampah lainnya
f. Koordinator OB 1.000.000

K




Honorarium petugas kebersihan

a. Petugas Kebersihan OB 800.000
b. Penyapu jalan OB 1.000.000
c. Petugas TPA OB 1.000.000
d. Tenaga Kebersihan TPA OB 1.000.000
e. Operator jembatan timbang TPA OB 1.000.000
f. Tenaga workshop TPA OB 1.000.000
g. Tenaga keamanan TPA OB 1.000.000
h. Koordinator kebersihan OB 1.250.000
i. Pengawas kebersihan OB 800.000
j. Penagih Retribusi Sampah OB 1.000.000
Petugas Kemanan Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda
a. uang transport anggota hansip OB 50.000
b. uang saku anggota hansip OB 200.000
c. uang saku danton hansip OB 350.000
Petugas cleaning service rumah
d. abatan bupati dan wakil bupati OB 1.300.000
Petugas Keamanan Rumah Sakit
a. Koordinator OB 1.200.000
b. Anggota OB 1.100.000
Honorarium Petugas Keamanan
Penjaga malam pasar / security OB 750.000
pasar
b. Penjaga malam SKPD OB 500.000
Pejaga Malam Mess Pemda di OB 1.500.000
Jakarta
Honorarium/Uang Jasa Petugas Kebersihan SKPD
a. cleaning service SKPD OB 1.000.000
b. c_leamng service Kantor Bupati (full OB 1.000.000
time)
cleaning service Kantor Bupati
S (tidak full time) us 700:000
cleaning service Kantor Perwakilan
d. Rr— OB 1.500.000
. cleaning service Rumah Sakit OB 1.000.000
Umum
f. petugas Pemelihara Pasar OB 750.000
g. petugas Taman kantor Bupati OB 1.000.000
h. petugas Taman SKPD OB 500.000
i. pemotong rumput kantor Bupati OB 1.000.000
j. petugas laundry OB 300.000
petugas laundry Khusus UPTD
k. Rumah Sakit OB 900.000
petugas dapur Khusus UPTD
1. Rumah Sakit OB 900.000
m. teknisi listrik OB 1.000.000
- cleaning service Perwakilan OB 1.000.000

Mess/Asrama Sidrap Centre
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C.6. Upah Tenaga Alih Daya Bupati/Wakil Bupati/Sekda:

No URAIAN SATUAN | . SN

1. | Jasa Pengemudi OB 3.000.000
2. | Jasa Tenaga Kebersihan OB 1.000.000
3. | Jasa Ajudan OB 1.500.000
4, j:ts; ; enaga Petugas Rumah OB 2.000.000
5. | Jasa Tenaga Administrasi OB 2.000.000
6. | Jasa Pengelola Media Sosial OB 3.500.000

C.7 Belanja Jasa Pihak Ketiga Jasa Konsultasi Penyusunan Produk Hukum

NO

URAIAN

SATUAN

BIAYA TERTINGGI

1.

Biaya penyusunan
Rancangan Peraturan
Daerah dan Naskah
Akademik

Per kegiatan

199.000.000

Biaya penyusunan
Rancangan Peraturan
Daerah dan Naskah
Akademik yang
menghimpun lebih dari
satu rancangan
(menggunakan metode
omnibus law)

Per kegiatan

250.000.000

Biaya Penyusunan
Rancangan Peraturan
Bupati dan Penjelasan
Akademik

Per kegiatan

50.000.000

Biaya Penyusunan
Rancangan Peraturan
Bupati Standar Harga
Satuan

Per kegiatan

250.000.000




LAMPIRAN II

PERUBAHAN

PERATURAN

BUPATI

SIDENRENG RAPPANG NOMOR TAHUN 2026
TENTANG PERATURAN BUPATI NOMOR 13.a
TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN TAHUN 2026

A. SATUAN BIAYA TRANSPOR PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
LUAR PROVINSI PERGI PULANG (PP)

LUAR DAERAH LUAR PROVINSI TRANSPORTASI UDARA

ANGGOTA
BUPATI/WAKIIl DPRD/SEKRETARIS
BUPATI dan DAERAH /PELAKSANA
NO KOTA TUJUAN PIMPINAN DPRD PERJALANAN DINAS
KELAS BISNIS LAINNYA KELAS
(Rp) EKONOMI
(Rp)
1 | Makassar - Jakarta 7.444.000 3.829.000
2 | Makassar Ambon 6.022.000 3.455.000
3 | Makassar Balikpapan 12.664.000 6.150.000
4 | Makassar Banda Aceh 12.760.000 6.781.000
5 | Makassar Bandar Lampung 8.161.000 4.161.000
6 | Makassar Batam 10.375.000 5.337.000
7 | Makassar Denpasar 4.182.000 2.631.000
8 | Makassar - Jambi 9.659.000 4.952.000
9 | Makassar - Jogyakarta 6.525.000 3.893.000
10 | Makassar Kupang 7.637.000 4.311.000
11 | Makassar - Biak 8.493.000 4.931.000
12 | Makassar - Jayapura 10.193.000 5.787.000
13 | Makassar Kendari 2.663.000 1.786.000
14 | Makassar Manado 5.327.000 2.909.000
15 | Makassar Timika 11.723.000 6.567.000
16 | Makassar Malang 10.129.000 5.166.000
17 | Makassar Mataram 4.717.000 2.909.000
18 | Makassar Medan 12.514.000 6.172.000
19 | Makassar Padang 10.974.000 5.402.000
20 | Makassar Palembang 9.466.000 4.781.000
21 | Makassar Palu 4.268.000 2.578.000
22 | Makassar Pangkal Pinang 9.060.000 4.663.000
23 | Makassar Pontianak 9.915.000 5.241.000
24 | Makassar Semarang 9.466.000 4.706.000
25 | Makassar Solo 9.466.000 4.845.000
26 | Makassar - Surabaya 5.936.000 3.433.000
Keterangan:

Transpor dibayarkan secara At Cost bagi pelaksana perjalanan dinas.
* Untuk perjalanan dinas lanjutan dari kota tujuan awal ke kota selanjutnya
biaya transpor disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




LUAR DAERAH LUAR PROVINSI TRANSPORTASI DARAT

Wakil Eselon
Bupati/ Anggota 111/ Pelaksana Biaya
No Kabupaten/ e e Wakil DPRD Eselon Perjalanan Transpor
Kota Ketua /Sekda II Dinas (Rp)
DPRD (liter) Lainnya
(liter) (liter)
1 |Polman PP 65 60 50 40 | 200.000
2 |Mamasa PP 100 85 75 60 | 250.000
3 |Majene PP 100 85 75 60 | 300.000
4 Mamuju PP 160 140 120 100 | 400.000
Mamuju
5 |Utara PP 180 160 140 120 | 450.000
6 |[Palu PP 260 240 220 200 650.000
7 [Kendari PP 300 280 260 240 | 750.000
8 |Manado PP 380 360 340 320 | 850.000
9 |Gorontalo PP 480 460 440 420 |1.000.000
Keterangan:

*

Biaya BBM atau transpor dibayarkan secara At Cost bagi pelaksana
perjalanan dinas.
Biaya BBM sebagaimana dimaksud lajur 3-7 diberikan bagi pelaksana

perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas.

Biaya transpor sebagaimana dimasud pada lajur 8 pada tabel adalah biaya
transpor ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan untuk pelaksana

perjalanan dinas yang menggunakan angkutan umum.

Untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perjalanan dinas lingkup daerah
dengan jarak tempuh yang terlalu jauh dilakukan dengan mengunakan
transportasi udara.

B. BIAYA TRANSPOR PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM
PROVINSI PERGI PULANG (PP)

1). Kategori jarak dekat

2).

3).

No | KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN BE(S;QP ITAN
1 | Pare-Pare Orang/PP 150.000
2 | Pinrang Orang/PP 150.000
3 | Soppeng Orang/PP 150.000
4 | Enrekang Orang/PP 150.000
S | Wajo Orang/PP 150.000

Kategori jarak menengah

No KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN BE(S}% I)QAN
1 | Barru Orang/PP 230.000
2 | Pangkep Orang/PP 230.000
3 | Luwu Orang/PP 230.000

Kategori jarak jauh

No | KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN BE(Sé"plTAN
1 | Maros Orang/PP 300.000
2 | Makassar Orang/PP 300.000
3 | Gowa Orang/PP 300.000
4 | Takalar Orang/PP 300.000
S | Jeneponto Orang/PP 300.000
6 | Sinjai Orang/PP 300.000
7 | Bantaeng Orang/PP 300.000




8 | Bulukumba Orang/PP 300.000
9 | Selayar Orang/PP 300.000
10 | Palopo Orang/PP 300.000
11 | Bone Orang/PP 300.000
12 | Luwu Timur Orang/PP 300.000
13 | Luwu Utara Orang/PP 300.000
14 | Tana Toraja Orang/PP 300.000
15 | Toraja Utara Orang/PP 300.000
Keterangan:

* Transpor dibayarkan secara At Cost bagi pelaksana perjalanan dinas

C. BIAYA TAKSI BANDARA/PELABUHAN/TERMINAL/STASIUN

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO PROVINSI TUJUAN SATUAN BIAYA TAKSI (Rp)
1 |Aceh Orang/Kali 127.000
2 [Sumatera Utara Orang/Kali 308.000
3 |Riau Orang/Kali 101.000
4 |Kepulauan Riau Orang/Kali 165.000
5 |Jambi Orang/Kali 147.000
6 |Sumatera Barat Orang/Kali 190.000
7 |Sumatera Selatan Orang/Kali 179.000
8 |Lampung Orang/Kali 168.000
9 |Bengkulu Orang/Kali 109.000
10 |Bangka Belitung Orang/Kali 97.000
11 |[Banten Orang/Kali 536.000
12 |Jawa Barat Orang/Kali 200.000
13 |DKI Jakarta Orang/Kali 256.000
14 |[JawaTengah Orang/Kali 108.000
15 |DI Yogjakarta Orang/Kali 267.000
16 |Jawa Timur Orang/Kali 233.000
17 |Bali Orang/Kali 227.000
18 |Nusa Tenggara Barat Orang/Kali 231.000
19 |Nusa Tenggara Timur Orang/Kali 116.000
20 |Kalimantan Barat Orang/Kali 171.000
21 |Kalimantan Tengah Orang/Kali 134.000
22 |Kalimantan Selatan Orang/Kali 180.000
23 |Kalimantan Timur Orang/Kali 533.000
24 |Kalimantan Utara Orang/Kali 218.000
25 [Sulawesi Utara Orang/Kali 138.000
26 |Gorontalo Orang/Kali 265.000
27 [Sulawesi Barat Orang/Kali 313.000
28 [Sulawesi Selatan Orang/Kali 187.000
29 [Sulawesi Tengah Orang/Kali 165.000
30 [Sulawesi Tenggara Orang/Kali 171.000
31 |Maluku Orang/Kali 288.000
32 |Maluku Utara Orang/Kali 215.000
33 |Papua Orang/Kali 513.000
34 |Papua Barat Orang/Kali 236.000
35 [Papua Barat Daya Orang/Kali 236.000
36 |Papua Tengah Orang/Kali 513.000
37 |Papua Selatan Orang/Kali 513.000
38 |Papua Pegunungan Orang/Kali 513.000
Keterangan:

*

Transpor dibayarkan secara At Cost bagi pelaksana perjalanan dinas




D. BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN PERJALANAN
DINAS KELUAR DAERAH DALAM PROVINSI PERGI PULANG (PP)

1). Kategori jarak dekat

KABUPATEN/KOTA Kendaraan Kendaraan
9 TUJUAN it > 2.000 cc < 2.000 cc
1 | Pare-Pare PP 200.000 150.000
2 | Pinrang PP 200.000 150.000
3 | Soppeng PP 200.000 150.000
4 | Enrekang PP 200.000 150.000
5 | Wajo PP 200.000 150.000
2). Kategori jarak menengah
KABUPATEN/KOTA Kendaraan Kendaraan
No TUJUAN ESLEESE > 2.000 cc < 2.000 cc
1 | Barru PP 350.000 300.000
2 | Pangkep PP 350.000 300.000
3 | Luwu PP 350.000 300.000
3). Kategori jarak jauh
KABUPATEN/KOTA Kendaraan Kendaraan
e TUJUAN SRTUAN > 2.000 cc < 2.000 cc
1 | Maros PP 460.000 400.000
2 | Makassar PP 460.000 400.000
3 | Gowa PP 460.000 400.000
4 | Takalar PP 460.000 400.000
S | Jeneponto PP 460.000 400.000
6 | Sinjai PP 460.000 400.000
7 | Bantaeng PP 460.000 400.000
8 | Bulukumba PP 460.000 400.000
9 | Selayar PP 460.000 400.000
10 | Palopo PP 460.000 400.000
11 | Bone PP 460.000 400.000
12 | Luwu Timur PP 460.000 400.000
13 | Luwu Utara PP 460.000 400.000
14 | Tana Toraja PP 460.000 400.000
15 | Toraja Utara PP 460.000 400.000
Keterangan:

* Biaya BBM dibayarkan secara At Cost bagi pelaksana perjalanan dinas.

E. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR

PROVINSI
UANG HARIAN

NO PROVINSI TUJUAN PERJALANAN DINAS

(Rp)

(1) (2) (3)
1 |Aceh 360.000
2 |Sumatera Utara 370.000
3 |Riau 370.000
4 |Kepulauan Riau 370.000
5 |Jambi 370.000
6 |Sumatera Barat 380.000
7 |Sumatera Selatan 380.000
8 |Lampung 380.000




9 |Bengkulu 380.000
10 [Bangka Belitung 410.000
11 |Banten 370.000
12 |[Jawa Barat 430.000
13 |DKI Jakarta 530.000
14 |Jawa Tengah 370.000
15 |D.I. Yogyakarta 420.000
16 |Jawa Timur 410.000
17 |Bali 480.000
18 [Nusa Tenggara Barat 440.000
19 |Nusa Tenggara Timur 430.000
20 |Kalimantan Barat 380.000
21 |Kalimantan Tengah 360.000
22 |Kalimantan Selatan 380.000
23 |Kalimantan Timur 430.000
24 |Kalimantan Utara 430.000
25 |Sulawesi Utara 370.000
26 |Gorontalo 370.000
27 |Sulawesi Barat 410.000
28 |Sulawesi Tengah 370.000
29 |Sulawesi Tenggara 380.000
30 |Maluku 380.000
31 |Maluku Utara 430.000
32 |Papua 580.000
33 |Papua Barat 480.000
Keterangan :

* Uang harian dibayar secara lumpsum, per orang per hari (O/H)

F. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM
PROVINSI

NO KABUPATEN/KOTA TUJUAN BESARAN (RP)
1 Luwu Utara 430.000
2 Luwu Timur 430.000
3 Palopo 430.000
4 Luwu 430.000
S Tana Toraja Utara 430.000
6 Tana Toraja 430.000
7 Enrekang 430.000
8 Wajo 430.000
9 Soppeng 430.000
10 Pare-Pare 430.000
11 Pinrang 430.000
12 Barru 430.000
13 Pangkep 430.000
14 Maros 430.000
15 Makassar 430.000
16 Gowa 430.000
17 Takalar 430.000
18 Jeneponto 430.000
19 Bantaeng 430.000

20 Bulukumba 430.000
21 Selayar 430.000
22 Sinjai 430.000
23 Bone 430.000

Keterangan:
*  Uang harian mencakup uang saku dan uang makan yang dibayarkan secara
lumpsum, per orang per hari (O/H)

G. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
G.1 Uang Harian Pengawas

NO URAIAN BESARRN
(Rp)

1 |Uang Harian Pengawas Inspektorat 170.000




G.2 Uang Harian

NO KECAMATAN TUJUAN BE(SIQP}}AN
1 |Kecamatan maritengngae 50.000
2 [Kecamatan Watang pulu 100.000
3 |[Kecamatan Tellu limpoe 100.000
4 |Kecamatan wattang sidenreng 100.000
5 |Kecamatan Panca rijang 100.000
6 |Kecamatan Baranti 100.000
7 |[Kecamatan Kulo 150.000
8 |[Kecamatan Panca lautang 150.000
9 |Kecamatan Dua pitue 150.000
10 |[Kecamatan Pitu riawa 150.000
11 |[Kecamatan Pitu Riase 170.000

Keterangan:

* Uang harian sudah mencakup transport, uang saku dan uang
makan, dan dibayar secara lumpsum.

H. UANG HARIAN DIKLAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR
PROVINSI

UANG HARIAN
NO PROVINSI TUJUAN DIKLAT (Rp)
(1) (2) (4)
1 Aceh 110.000
2 Sumatera Utara 110.000
3 Riau 110.000
4 Kepulauan Riau 110.000
5 Jambi 110.000
6 Sumatera Barat 110.000
7 Sumatera Selatan 110.000
8 Lampung 110.000
9 Bengkulu 110.000
10 Bangka Belitung 120.000
11 Banten 110.000
12 Jawa Barat 130.000
13 DKI Jakarta 160.000
14 Jawa Tengah 110.000
15 D.I. Yogyakarta 130.000
16 Jawa Timur 120.000
17 Bali 140.000
18 Nusa Tenggara Barat 130.000
19 Nusa Tenggara Timur 130.000
20 Kalimantan Barat 110.000
21 Kalimantan Tengah 110.000
22 Kalimantan Selatan 110.000
23 Kalimantan Timur 130.000
24 Kalimantan Utara 130.000
25 Sulawesi Utara 110.000
26 Gorontalo 110.000
27 Sulawesi Barat 120.000
28 Sulawesi Tengah 110.000
29 Sulawesi Tenggara 110.000
30 Maluku 110.000
31 Maluku Utara 130.000
32 Papua 170.000
33 Papua Barat 140.000
Keterangan

* Uang harian dibayar secara lumpsum, per orang per hari (O/H)



[. UANG HARIAN DIKLAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

DALAM PROVINSI

NO KABUPATEN/KOTA TUJUAN BESARAN (RP)
(1) (2) (3)
1 Luwu Utara 130.000
2 Luwu Timur 130.000
3 Palopo 130.000
B Luwu 130.000
5 Tana Toraja Utara 130.000
6 Tana Toraja 130.000
7 Enrekang 130.000
8 Wajo 130.000
9 Soppeng 130.000
10 Pare-Pare 130.000
11 Pinrang 130.000
12 Barru 130.000
13 Pangkep 130.000
14 Maros 130.000
15 Makassar 130.000
16 Gowa 130.000
17 Takalar 130.000
18 Jeneponto 130.000
19 Bantaeng 130.000
20 Bulukumba 130.000
21 Selayar 130.000
22 Sinjai 130.000
23 Bone 130.000
Keterangan:

* Uang harian mencakup uang

dibayarkan secara lumpsum, per orang per hari (O/H)

saku dan uang makan yang

J. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH LUAR

PROVINSI
TARIF HOTEL
ANGGOTA PEJABAT
R e i) DPRD/ PEJABAT ESELON
NO PROVINSI SATUAN| ppvpinan| SEKRETARIS | ESELON IV/ PNS,
DPRD DAERAH/ I/ PPPK,
PEJABAT GOLONGAN PTT dan
(RP) ESELON 1II (Rp) IV (Rp) PIHAK
LAINNYA (Rp)
(1) ) @) @) (5) 6 (7)
1 [Aceh OH | 4.420.000 3.526.000 | 1.533.000 770.000
2 | Sumatera Utara OH | 4.960.000 2.195.000 [ 1.100.000 699.000
3 [Riau OH | 3.820.000 3.119.000 [ 1.650.000 852.000
4 | Kepulauan Riau OH | 5.344.000 2.318.000 [ 1.297.000 792.000
5 [Jambi OH | 5.000.000 4.102.000 | 1.225.000 580.000
6 | Sumatera Barat OH | 5.236.000 3.332.000 [ 1.353.000 701.000
7 | Sumatera Selatan OH | 5.850.000 3.083.000 [ 1.955.000 861.000
8 | Lampung OH | 4.491.000 2.488.000 | 1.425.000 580.000
9 | Bengkulu OH | 2.140.000 1.628.000 | 1.546.000 692.000
10 | Bangka Belitung OH | 3.827.000 2.838.000 [ 1.957.000 649.000
11 [ Banten OH | 5.725.000 2.373.000 [ 1.204.000 724.000
12 [ Jawa Barat OH | 5.381.000 2.755.000 [ 1.201.000 686.000
13 [ D.K.I. Jakarta OH | 8.720.000 2.063.000 992.000 730.000
14 [ Jawa Tengah OH 5303.000 1.850.000 | 1.201.000 750.000
15 [D.I. Yogyakarta OH | 5.017.000 2.695.000 | 1.384.000 845.000
16 |Jawa Timur OH | 4.449.000 2.007.000 [ 1.153.000 814.000
17 | Bali OH | 6.848.000 2.433.000 [ 1.685.000| 1.138.000
18 | Nusa Tenggara OH | 4.375.000 2.648.000 | 1.418.000 907.000
Barat
19 | Nusa Tenggara OH | 3.750.000 2.133.000 | 1.355.000 688.000
Timur
20 | Kalimantan Barat OH | 2.654.000 1.923.000 [ 1.125.000 538.000
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21 | Kalimantan Tengah OH 4.901.000 3.391.000 | 1.160.000 659.000
22 | Kalimantan Selatan OH 4.797.000 3.316.000 | 1.500.000 697.000
23 | Kalimantan Timur OH 4.000.000 2.188.000 | 1.507.000 804.000
24 | Kalimantan Utara OH 4.000.000 2.735.000 | 1.507.000 904.000
25 | Sulawesi Utara OH 4.919.000 2.290.000 | 1.207.000 978.000
26 | Gorontalo OH 4.168.000 3.107.000 | 1.606.000 955.000
27 | Sulawesi Barat OH 4.076.000 3.098.000 | 1.344.000 704.000
28 | Sulawesi Tengah OH 2.309.000 2.027.000 | 1.679.000 951.000
29 | Sulawesi Tenggara OH 3.088.800 2.574.000 | 1.297.000 786.000
30 | Maluku OH 3.467.000 3.240.000 | 1.059.000 667.000
32 | Papua OH 3.859.000 3.318.000 | 2.521.000 1.038.000
33 | Papua Barat OH 3.872.000 3.341.000 | 2.056.000 967.000

Keterangan:

* Biaya penginapan dibayarkan secara At Cost bagi
pelaksana perjalanan sdinas .

K. 1.BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH
DALAM PROVINSI

TARIF HOTEL
ANGGOTA PEJABAT | PEJABAT

KEPALA DPRD/ ESELON |ESELON IV/
DAERAH | SEKRETARIS I ASN, PPPK,

NO| KABUPATEN |SATUAN ; EARRASY aor O/N o o

PIMPINAN | PEJABAT AN IV dan

DPRD ESELON II (Rp) PIHAK
(RP) (Rp) LAINN

YA

(Rp)

(1) 2) 3) “4) (5 (6 (7)
1 | Luwu Utara OH | 4.820.000 1.938.000 | 1.423.000 745.000
2 | Luwu Timur OH | 4.820.000 1.938.000 | 1.423.000 745.000
3 | Palopo OH | 4.820.000 1.038.000 | 1.423.000 745.000
4 | Luwu OH | 4.820.000 1.038.000 | 1.423.000 745.000
5 | Tana Toraja OH | 4.820.000 1.938.000 | 1.423.000 745.000

Utara
6 | Tana Toraja OH | 4.820.000 1.938.000 | 1.423.000 745.000
7 | Enrekang OH | 4.820.000 1.038.000 | 1.423.000 745.000
8 | Wajo OH | 4.820.000 1.938.000 | 1.423.000 745.000
9 | Soppeng OH | 4.820.000 1.938.000 | 1.423.000 745.000
10 | Pare-Pare OH | 4.820.000 1.038.000 | 1.423.000 745.000
11 | Pinrang OH | 4.820.000 1.038.000 | 1.423.000 745.000
12 | Barru OH | 4.820.000 1.938.000 | 1.423.000 745.000
13 | Pangkep OH | 4.820.000 1.938.000 | 1.423.000 745.000
14 | Maros OH | 4.820.000 1.938.000 | 1.423.000 745.000
15 | Makassar OH | 4.820.000 1.938.000 | 1.423.000 745.000
16 | Gowa OH | 4.820.000 1.938.000 | 1.423.000 745.000
17 | Takalar OH | 4.820.000 1.938.000 | 1.423.000 745.000
18 | Jeneponto OH | 4.820.000 1.938.000 | 1.423.000 745.000
10 | Bantaeng OH | 4.820.000 1.938.000 | 1.423.000 745.000
20 | Bulukumba OH | 4.820.000 1.938.000 | 1.423.000 745.000
51 | Selayar OH | 4.820.000 1.938.000 | 1.423.000 745.000
52 | Sinjai OH | 4.820.000 1.938.000 | 1.423.000 745.000
23 | Bone OH | 4.820.000 1.038.000 | 1.423.000 745.000
Keterangan:

* Biaya penginapan dibayarkan secara At Cost bagi pelaksana

perjalanan dinas.

K. 2. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM

KABUPATEN
No KECAMATAN BESARAN (Rp)
1 Maritengngae 350.000
2 Pitu Riase 250.000
3 Pitu Riawa 250.000

Keterangan

* Biaya penginapan dibayarkan secara At Cost bagi pelaksana perjalanan

dinas




L. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO | TINGKAT PERJALANAN LUAR KOTA DALAM KOTA
DINAS (Rp) LEBIH DARI 8
(DELAPAN) JAM
(Rp)
1 Bupati/Wakil Bupati, 250.000 125.000
Pimpinan DPRD
2 |Anggota DPRD, Pejabat 150.000 75.000
Eselon II
Keterangan:

* Uang representasi dibayarkan secara lumpsum, per orang per hari (O/H)

M. UANG SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
LUAR PROVINSI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

RODA 4 RODA 6/BUS| RODA 6/
NO. PROVINSI SATUAN (Rp) SEDANG BUS
(Rp) BESAR
(Rp)

(1) (2) 3) (4) (5) ©6)

1 Aceh Per hari 930.000 3.282.000 | 4.638.000
2 Sumatra Utara Per hari 1.111.000 2.848.000 | 3.475.000
3 Riau Per hari 978.000 2.606.000 | 3.908.000
4 Kepulauan Riau Per hari 901.000 2.373.000 | 3.910.000
5 Jambi Per hari 1.005.000 4.468.000 | 5.752.000
6 Sumatra Barat Per hari 890.000 2.124.000 | 3.500.000
7 Sumatra Selatan Per hari 1.507.000 2.200.000 | 4.097.000
8 Lampung Per hari 846.000 3.594.000 | 5.052.000
9 Bengkulu Per hari 788.000 4.763.000 | 6.449.000
10 | Bangka Belitung Per hari 1.258.000 2.781.000 | 4.273.000
11 | Banten Per hari 972.000 2.801.000 | 4.120.000
12 | Jawa Barat Per hari 932.000 2.563.000 | 3.519.000
13 | D.K.I. Jakarta Per hari 1.139.000 2.221.000 | 3.439.000
14 | Jawa Tengah Per hari 1.270.000 2.662.000 | 4.237.000
15 | D.I. Yogyakarta Per hari 905.000 2.207.000 | 3.565.000
16 | Jawa Timur Per hari 966.000 2.446.000 | 3.222.000
17 | Bali Per hari 925.000 2.658.000 | 3.536.000
18 | Nusa Tenggara Barat Per hari 1.103.000 2.532.000 | 3.369.000
19 | Nusa Tenggara Timur Per hari 857.000 2.548.000 | 3.468.000
20 | Kalimantan Barat Per hari 868.000 3.264.000 | 4.289.000
21 | Kalimantan Tengah Per hari 1.177.000 3.716.000 | 5.694.000
22 | Kalimantan Selatan Per hari 778.000 2.630.000 | 3.550.000
23 | Kalimantan Timur Per hari 1.100.000 2.750.000 | 4.829.000
24 | Kalimantan Utara Per hari 1.100.000 2.713.000 | 4.829.000
25 | Sulawesi Utara Per hari 1.195.000 2.498.000 | 3.845.000
26 | Gorontalo Per hari 792.000 2.504.000 | 3.230.000
27 | Sulawesi Barat Per hari 850.000 2.464.000 | 3.282.000
28 | Sulawesi Selatan Per hari 796.000 2.708.000 | 3.434.000
29 | Sulawesi Tengah Per hari 824.000 2.423.000 | 4.212.000
30 | Sulawesi Tenggara Per hari 839.000 2.609.000 | 5.150.000
31 | Maluku Per hari 947.000 2.872.000 | 4.021.000
32 | Maluku Utara Per hari 1.061.000 3.013.000 | 4.170.000
33 | Papua Per hari 1.107 .000 4.082.000 | 5.248.000
34 | Papua Barat Per hari 1.059.000 3.499.000 | 4.547.000
Keterangan:

* Uang sewa kendaraan diberikan sesuai banyaknya hari dalam
perjalanan dinas dan dibayarkan secara At Cost.




N. BIAYA PEMERIKSAAN BEBAS WABAH/VIRUS MENULAR

URAIAN BESARAN (Rp)
Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/ Sesuai dengan peraturan/ketentuan
Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, tentang penanganan virus/wabah
Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon menular dan/atau persyaratan untuk
1V, Pejabat Fungsional, ASN PNS, melakukan perjalanan
ASN PPPK dan Pihak Lainnya

Keterangan:
* Biaya pemeriksaan bebas wabah/virus menular dibayarkan

secara At Cost bagi pelaksana perjalanan dinas.
* Biaya pemeriksaan Biaya pemeriksaan bebas wabah/virus
menular apabila dipersyaratkan dalam perjalanan

O. BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH
KOMPONEN BIAYA

No URALAN BIAYA (Rp)| ANGKUTAN
1 |Bupati/Ketua DPRD 5.000.000
o |Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD/Sekretaris| 4 00.000 Menurut tarif
Daerah / Anggota DPRD / Eselon II : : yang berlaku
dan alat
3 |[Eselon III/Golongan IV 3.000.000 | angkutan yang
4 |[Eselon IV/Pejabat Fungsional/ Golongan III| 2.750.000 gl
S |PNS Golongan II/ Golongan I/ASN PPPK 2.500.000
Keterangan:

* Biaya pemetian dan pengangkutan jenazah dibayarkan secara
At Cost bagi pelaksana perjalanan dinas.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, .
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026

SATUAN BIAYA RAPAT PERTEMUAN DI DALAM DAN LUAR KANTOR

Satuan biaya ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui,
baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran. Satuan
biaya Rapat Pertemuan Di Dalam Dan Luar Kantor antara lain:

Satuan Biaya Komsumsi Tamu

BIAYA
URAIAN SATUAN TERTINGGI
A | Prasmanan VIP Orang 47.500
B | Prasmanan Biasa Orang 40.000
C | Nasi Kotak VIP Orang 37.500
D | Nasi Kotak Biasa Orang 35.500
E | Snack VIP Orang 25.000
F | Snack Biasa Orang 20.500
G | Prasmanan VVIP (tamu dari pemprov dan 50.000
. Orang
pemerintah pusat)
H | Snack VVIP (tamu pemprov dan pemerintah pusat) Orang 30.000
I | Buka Puasa Bersama Kegiatan | 10.000.000
Satuan biaya uang makan dan minum:
No URAIAN SATUAN | , BIAYA
TERTINGGI
1 | Pasien Umum OB 60.000
2 | Persalinan OB 380.000
Satuan biaya uang lembur PNS/NON PNS:
BIAYA
No URAIAN SATUAN TERTINGGI
1 | Golongan Il OJ 24.000
2 | Golongan III oJ 30.000
3 | Golongan IV oJ 36.000
4 | Non PNS oJ 18.000
5 | Makan dan Minum Lembur Orang 30.000
Satuan Biaya Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan:
BIAYA
No - URAIAN SATUAN TERTINGGI
1 | Fullboard ‘ £ OH 1.574.000
2 | Fullboard n OH 1.000.000
3 | Fullday i OH 513.000
4 | Half day ‘ « OH 250.000
5 | Halfday s by | Y OH 363.000
6 | Rekonsiliasi Data dengan KPP qad XPP_/ Paket 7.500.000
7 | Residence OH 876.000
8 | Rumah Tunggu Kelahiran Tahun 18.500.000
9 | Sewa Gedung Pertemuan Hari 1.500.000
10 | Sewa Gedung Pertemuan Duta Wisata Kegiatan 7.000.000
11 IS:‘ewal Tempat. Sosialisasi Pendataan Paket 500.000
erkebunan Sawit
12 | Sewa Penginapan Hari 500.000

BUP, ENRENG RAPPAN
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR “l TAHUN 2026 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2026

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui,
baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran. Satuan
biaya Pengadaan Kendaraan Dinas antara lain:

1. Kendaraan Dinas Pejabat

No

Nama

Satuan Besaran

1.

Pejabat Eselon II

Unit Rp 513.850.000

2. Kendaraan Dinas Kantor dan/atau Lapangan Roda Empat

No Nama Satuan Besaran
1. | Pick Up Unit Rp 252.844.000
2. | Mini Bus Unit Rp 377.950.000
3. | Double Gardan Unit Rp 468.830.000
3. Kendaraan Operasional Bus
No Nama Satuan Besaran
1. | Roda empat dan/atau bus Unit Rp 360.942.000
kecil
2. | Roda enam dan/atau bus Unit Rp 718.252.000
sedang
3. | Roda enam dan/atau bus Unit Rp 1.184.787.000
besar
4. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda Dua
No Nama Satuan Besaran
1. | Roda dua Operasional Unit Rp 30.767.000
2. | Roda dua Lapangan Unit Rp 33.892.000

BUPA IDENRENG RAPPANG,
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN 2025

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

Satuan biaya ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui,
baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran. Satuan

biaya Pemeliharaan antara lain:

(1) Besaran biaya perencanaan, sebagai berikut :

a. biaya perencanaan bangunan gedung :

BIAYA
URAIAN SATUAN TERTINGGI
1 | Nilai pagu s/d 300 juta Paket 4,5 %
2 | Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta Paket 4,25 %
3 | Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar Paket 4%
4 | Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar Paket 3,75 %
5 | Nilai pagu diatas 10 milyar Paket 3,5 %

tersier dan jalan tani :

biaya perencanaan jaringan air bersih, air limbah, drainase, saluran irigasi

BIAYA
URAIAN SATUAN TERTINGGI
1 | Nilai pagu s/d 300 juta Paket 3%
2 | Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta Paket 2,75 %
3 | Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar Paket 2,5 %
4 | Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar Paket 2,25 %
S | Nilai pagu diatas 10 milyar Paket 2%
biaya perencanaan bangunan sumber daya air :
BIAYA
- URAIAN SATUAN TERTINGGI
1 | Nilai pagu s/d 300 juta Paket 4,5 %
2 | Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta Paket 4,25 %
3 | Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar Paket 4 %
4 | Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar Paket 3,79 %
S | Nilai pagu diatas 10 milyar Paket 3,9 %
d. biaya perencanaan jalan :
BIAYA
URAIAN SATUAN TERTINGGI
1 | Nilai pagu s/d 300 juta Paket 3 %
2 | Nilai pagu diatas 300 juta s/d S00 juta Paket 3%
3 | Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar Paket 2,75 %
4 | Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar Paket 2,5%
S | Nilai pagu diatas 10 milyar Paket 2,5%
e. biaya perencanaan jembatan :
BIAYA
URAIAN SATUAN TERTINGGI
1 | Nilai pagu s/d 300 juta Paket 3,5 %
2 | Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta Paket 3,25 %
3 | Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar Paket 3 %

K




4 | Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar Paket 3 %
5 | Nilai pagu diatas 10 milyar Paket 2,75 %
(2) Besaran biaya pengawasan, sebagai berikut :
a. biaya pengawasan bangunan gedung :
BIAYA

URAIAN SATUAN TERTINGGI
1 | Nilai pagu s/d 300 juta Paket 3,59 %
2 | Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta Paket 3,25 %
3 | Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar Paket 3 %
4 | Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar Paket 2,75 %
S | Nilai pagu diatas 10 milyar Paket 2,5%

b. biaya pengawasan jaringan air bersih, air limbah, drainase dan saluran
irigasi tersier dan jalan tani :

BIAYA
URAIAN SATUAN TERTINGGI
1 | Nilai pagu s/d 300 juta Paket 2,5 %
2 | Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta Paket 2,25 %
3 | Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar Paket 2%
4 | Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar Paket 1,75 %
S | Nilai pagu diatas 10 milyar Paket 1,5 %
c. biaya pengawasanbangunan sumber daya air :
URAIAN SATUAN | __BIAYA
TERTINGGI
1 | Nilai pagu s/d 300 juta Paket 3,5 %
2 | Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta Paket 3,25 %
3 | Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar Paket 3 %
4 | Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar Paket 2,75 %
S | Nilai pagu diatas 10 milyar Paket 2,5%
d. biaya pengawasan jalan :
BIAYA
URAIAN SATUAN TERTINGGI
1 | Nilai pagu s/d 300 juta Paket 3 %
2 | Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta Paket 3%
3 | Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar Paket 2,7 %
4 | Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar Paket 2,7 %
S | Nilai pagu diatas 10 milyar Paket 2,5%
e. biaya pengawasan jembatan :
BIAYA
URAIAN SATUAN TERTINGGI
1 | Nilai pagu s/d 300 juta Paket 3,25 %
2 | Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta Paket 3,25 %
3 | Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar Paket 3 %
4 | Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar Paket 2,7 %
S | Nilai pagu diatas 10 milyar Paket 2,7 %




(3) Besaran biaya administrasi belanja modal, sebagai berikut :

BIAYA
URAIAN SATUAN TERTINGGI
1 | Nilai pagu s/d 300 juta Paket 2%
2 | Nilai pagu diatas 300 juta s/d 500 juta Paket 2%
3 | Nilai pagu diatas 500 juta s/d 1 milyar Paket 2%
4 | Nilai pagu diatas 1 milyar s/d 10 milyar Paket 1,75 %
S | Nilai pagu diatas 10 milyar Paket 1,5 %
Standar biaya pemeliharaan gedung dan halaman kantor:
No Nama Satuan Besaran
1. | Pemeliharaan gedung kantor m2/tahun 40.000
2. 1P{’emeliharaan halaman gedung m fiakon 6.000
antor
Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas Pejabat:
No URAIAN SATUAN BIAYA TERTINGGI
1 | Kepala Daerah / Ketua DPRD unit/tahun 45.670.000
2 | Wakil Bupati / Wakil DPRD unit/tahun 44.010.000
3 | Sekretaris Daerah Kabupaten unit/tahun 42.130.000

Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 0 s/d 2 tahun:

No URAIAN SATUAN BIAYA TERTINGGI
1 Roda 2 (dua) unit/tahun 700.000
2 | Roda 4 (empat) unit/tahun 3.000.000
3 | Roda 6 (enam) unit/tahun 4.000.000

Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional diatas 2 (dua) tahun:

BIAYA
No URAIAN SATUAN TERTINGGI
1 | Roda 2 (dua) unit/tahun 1.000.000
2 | Roda 4 (empat) unit/tahun 12.000.000
3 | Roda 6 (enam) unit/tahun 14.000.000

Standar biaya perawatan Sistem jaringan komunikasi dan informatika:

BIAYA
No URAIAN SATUAN TERTINGGI
a | Sistem jaringan komunikasi dan informatika Unit/bulan 400.000
b | Sistem jaringan komunikasi dan informatika Unit/triwulan 1.200.000
c Sistem jaringan komunikasi dan informatika Unit/semester 2.400.000
d | Sistem jaringan komunikasi dan informatika Unit/tahun 4.800.000
Standar biaya Paket Data dan Komunikasi:
BIAYA
No o SATUAN TERTINGGI
Pejabat Eselon I dan I/ yang setara org/bln 400.000
D, Pejabat Setingkat Eselon IIl / yang setara ke org/bin 200.000
bawah
Standar biaya lisensi aplikasi:
BIAYA
No URAIAN SATUAN TERTINGGI
1 | Google One Storage 100 GB Bulan 32.000
2 | Google One Storage 100 GB Tahun 270.000
3 | Zoom Meeting Pro Bulan 260.000
4 | Zoom Meeting Bisnis Bulan 330.000

Vi




5 | Canva Pro Desain Bulan 100.000
6 | Canva Pro Desain Tahun 1.200.000
7 | Google Al Plus Bulan 80.000
8 | Google Al Pro Bulan 310.000
9 | ChatGPT Go Bulan 80.000
10 | ChatGPT Plus Bulan 350.000
11 | Meeting.ai Bulan 380.000
13 | Nano Banana Pro Basic Bulan 325.000
14 | Nano Banana Pro Plus Bulan 665.000
15 | Claude Pro Bulan 350.000
16 | CapCut Pro Mobile Bulan 170.000
Standar biaya bahan bakar minyak (BBM):
BIAYA

No URAIAN SATUAN TERTINGGI
1 | Roda 4 (empat)

a. s/d 1.500 cc Liter /hari 8

b. diatas 1.500 cc s/d 2.000 cc Liter /hari 10

c. diatas 2.000 cc s/d 2.500 cc Liter /hari 15

d. diatas 2.500 cc Liter /hari 20
2 | Roda 2 (dua) Liter /hari 2
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